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ABSTRAK

Penulisan hukum ini merupakan hasil penelitian tentang kewenangan memutus hak
ingkar dalam UU Arbitrase yang diuji dengan asas Nemo iudex in causa sua. Hak
Ingkar merupakan upaya yang dimiiliki para pihak untuk memperoleh majelis
arbitrase yang independen dan imparsial. Dengan disediakannya hak ingkar dalam
UU Arbitrase, dapat disimpulkan bahwa UU Arbitrase menganut asas Nemo iudex
in causa sua. Asas Nemo iudex in causa sua mengandung makna bahwa tidak
seprang pun dapat mengadili dirinya sendiri atau dimana ia memiliki kepentingan.
Namun, Pasal 23 ayat (2) dan (3) UU Arbitrase justru melanggar asas Nemo iudex
in causa sua karena memberikan kewenangan untuk menyelesaikan atau memutus
hak ingkar kepada arbiter tunggal yang diingkari atau majelis arbitrase yang
bersangkutan dengan ikut sertanya arbiter yang diingkari. Hal tersebut sangat tidak
logis dan tidak adil karena para pihak mengajukan hak ingkar karena
mempertanyakan kredibilitas dan obyektifitas arbiter tersebut.

Dengan demikian, Penulis berkesimpulan bahwa prosedur hak ingkar yang diatur
dalam Pasal 23 ayat (2) dan (3) UU abritrase bertentangan dengan asas Nemo iudex
in causa sua. Kemudian Penulis menemukan beberapa solusi setelah
membandingkan berbagai peraturan lembaga arbitrase terkait prosedur hak ingkar
yang tidak melanggar asas Nemo iudex in causa sua, yaitu Pertama, memberi
kewenangan kepada pihak ketiga (appointing authority) untuk menyelesaikan
tuntutan hak ingkar dan Kedua, arbiter yang diingkari tidak diikutsertakan dalam

proses pengambilan keputusan tuntutan hak ingkar.

Kata kunci: Hak ingkar, asas nemo iudex in causa sua, appointing authority,

arbiter, majelis arbitrase



ABSTRACT

This thesis is a result of legal research concerning the authority to decide challenge
towards arbitrator under Arbitration Law which is analyzed with nemo iudex in
causa sua principle. Challenge is parties’ effort to attain an independent and
impartial arbitral tribunal. By providing parties rights to challenge an arbitrator
under Arbitration Law, it can be concluded that Arbitration Law embrace the
principle of nemo iudex in causa sua. The principle of nemo iudex in causa sua
means that no one should be a judge in his own case or where he/she has an interest
in it. However, Article 23 para. (2) and (3) of the Arbitration Law instead violated
the principle of nemo iudex in causa sua because it gives the authority to decide
challenge to the challenged arbitrator or the arbitral tribunal including the
challenged arbitrator. This is very illogical and unfair because the parties who
challenged an arbitrator is questioning the credibility and objectivity of the
arbitrator. Therefore, Author concludes that the circumcision procedure stipulated
in Article 23 para. (2) and (3) of the Arbitration Law is contrary to the nemo iudex
in causa sua principle. Furthermore, Author found several solutions by comparing
various arbitration institution rules concerning procedure to challenge arbitrator
which do not violate the principle of nemo iudex in causa sua, which are First,
authorizing the appointing authority to decide challenges of arbitrator and Second,
the challenged arbitrator should not be included in the decision-making process.

Keywords: challenge, nemo iudex in causa sua principle, appointing authority,

arbitrator, arbitral tribunal.
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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Penulisan hukum ini merupakan hasil penelitian tentang kewenangan untuk
mengadili atau menyelesaikan tuntutan hak ingkar yang diajukan terhadap
arbiter khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa® (untuk selanjutnya disebut “UU
Arbitrase”). Kewenangan untuk mengadili ini menjadi sangat penting karena
berkaitan dengan salah satu asas hukum yaitu asas nemo iudex in causa sua.
Asas tersebut mengandung makna bahwa tidak seorang pun dapat mengadili
dirinya sendiri atau dimana ia memiliki kepentingan dalam suatu kasus. Selain
itu, penelitian ini juga penting untuk mengetahui apakah asas nemo iudex in
causa sua berlaku juga dalam arbitrase mengingat asas tersebut berlaku

sepenuhnya dalam sistem peradilan di Indonesia.?

Dengan diundangkannya UU Arbitrase pada tanggal 12 Agustus 1999, Indonesia
telah memiliki perangkat hukum yang secara khusus mengatur mengenai
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya Arbitrase. Undang-Undang
ini merupakan produk hukum yang telah dinanti oleh banyak pihak. Arbitrase
sebagai lembaga penyelesaian sengketa merupakan hal yang penting untuk dunia

bisnis yang semakin lama semakin maju. Sering sekali sengketa terjadi dan tidak

! Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrse dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3872, mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 1999.

2 Lihat Pasal 29 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman; Lihat Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung.



dapat dihindarkan, sementara penyelesaian di pengadilan menimbulkan
beberapa kekurangan yang menghambat dunia bisnis.®

Menurut Subekti, arbitrase adalah “penyelesaian suatu perselisihan (perkara)
oleh seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama sama di tunjuk
oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan”.*
Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase, arbitrase adalah cara
penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan
pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.
Oleh karena itu, dalam arbitrase para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa
yang terjadi pada pihak ketiga yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang
disebut arbitrator, arbiter, wasit, atau juru damai. Pihak ketiga (arbiter) ini
memegang peran Yyang sangat penting dalam arbitrase. Arbiter dalam
menyelesaikan sengketa akan mendengarkan para pihak, menimbang fakta dan
argumen lalu membuat keputusan. Keputusan tersebut bersifat final dan

mengikat.

Arbiter dalam teori dan praktik biasanya berjumlah 1 (satu) atau 3 (tiga) orang
tergantung kesepakatan para pihak.® Pengaturan mengenai arbiter tunggal diatur
dalam Pasal 14 ayat (1) UU Arbitrase yang berbunyi:

“Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan

diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk
mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal.”

Sedangakan sengketa yang diselesaikan oleh majelis arbitrase yang berjumlah 3
(tiga) orang arbiter diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Arbitrase, yang berbunyi:

3 Dalam berbagai literatur disebutkan beberapa keunggulan arbitrase dibandingkan pengadilan yaitu
antara lain:

(i) prosedur yang cepat, (ii) sifat kesukarelaan dalam proses (iii) prosedur rahasia (iv) fleksibel
dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah dan komprehensif (v) hemat waktu dan biaya
(vi) menjaga hubungan baik (vii) tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan (viii)
control dan lebih mudah memperkirakan hasilnya (ix) keputusannya final dan mengikat.

4 R. Subekti, Arbitrase Perdagangan, Bandung, Bina Cipta, 1981, him. 5.

® Pasal 60 UU Arbitrase.

® Lihat Pasal 14 dan Pasal 15 UU Arbitrase.



“Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua
arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga.”

Prinsip fundamental dalam Arbitrase yang telah diakui secara nasional dan
internasional yaitu setiap Arbiter harus tetap bersikap independen (mandiri) dan
imparsial (netral) terhadap para pihak dan perkara.” Prinsip tersebut dapat
terlihat dalam Pasal 18 UU Arbitrase yang menyatakan:
“Seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk duduk
dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada para pihak tentang

hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan
keberpihakan putusan yang akan diberikan.”

Independen berkenaan dengan hubungan antara arbiter dengan salah satu pihak,
baik finansial atau lainnya. Sifatnya obyektif karena tidak berhubungan dengan
pikiran arbiter. Sedangkan imparsial berkenaan dengan keberpihakan arbiter
terhadap salah satu pihak atau hubungan dengan suatu kasus. Oleh karena itu
sifatnya lebih subyektif dan lebih abstrak daripada independen karena
berhubungan dengan pola pikir. Prinsip imparsialitas melekat dan harus
tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap
pengambilan keputusan,® sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar
diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan

oleh masyarakat luas pada umumnya.®

Terhadap Arbiter yang diduga terdapat keadaan-keadaan yang menimbulkan

adanya keraguan-keraguan yang dapat dibenarkan mengenai netralitas atau

" Alan Redfern, et al., Redfern and Hunter on International Arbitration Student Version, Edisi
Keenam, Oxford University Press, 2015, him. 254; Lihat Pasal 18 UU Arbitrase; Lihat juga Pasal
13.1 SIAC Rules, Pasal 11 ayat (7) Peraturan Arbitrase BANI; Pasal 11.1 HKIAC Rules, Pasal 5.3
LCIA Rules, Pasal 11 ayat (1) ICC Rules.

81d.

® Yanis Maladi, ‘Benturan Asas Nemo Judex Idoneous In Propria Causa dan Asas lus Curia Novit”
(Telaah Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-1V/2006)’, Jurnal Konstitusi, Vol.
7(2), 2010, him. 7; Lihat juga Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan
Hukumnya, Jakarta, Kencana, 2015, him. 81-86.



kemandirian arbiter dapat diajukan tuntutan hak ingkar (challenge). Dalam UU
Arbitrase, hak ingkar diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26.1°

Pasal 22 UU Arbitrase berbunyi:

“(1) Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup
alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter
akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam
mengambil putusan.

(2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan
apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan
dengan salah satu pihak atau kuasanya.”

Dapat disimpulkan bahwa menurut UU Arbitrase, ada 2 (dua) alasan untuk dapat
mengajukan tuntutan hak ingkar terhadap seorang arbiter. Pertama, arbiter
melakukan tugasnya secara tidak bebas dan berpihak dalam mengambil putusan.
Kedua, arbiter mempunyai hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan

dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Hak ingkar (challenge) hingga saat ini masih mengalami berbagai permasalahan
tidak hanya di Indonesia namun juga di berbagai institusi arbitrase internasional.
Salah satu masalah yang ada yaitu siapa yang berwenang menyelesaikan atau
memutus tuntutan hak ingkar tersebut. Kewenangan untuk menyelesaikan
tuntutan hak ingkar di UU Arbitrase diatur dalam Pasal 23, yang berbunyi:
(1)Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan
Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

(2)Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang
bersangkutan.

(3)Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis
arbitrase yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Arbitrase, terdapat 2 masalah yang sangat
menimbulkan keraguan mengenai subyektivitas dari keputusan hak ingkar

tersebut. Pertama, Pengaturan dalam Pasal 23 ayat (2), dimana arbiter tunggal

10 Bandingkan Pasal 14.1 SIAC Rules, Pasal 11 Peraturan Arbitrase BANI, Pasal 14 ayat (1) ICC
Rules.



yang diajukan tuntutan hak ingkar menyelesaikan sendiri pengingkaran tersebut.
Kedua, pengaturan dalam Pasal 23 ayat (3), dimana tuntutan hak ingkar kepada
salah satu anggota majelis arbitrase diselesaikan oleh majelis arbitrase yang
bersangkutan. Masalah prosedur hak ingkar dalam UU Arbitrase ini memiliki
kesamaan dengan pengaturan dalam UNCITRAL Model Law on International
Commercial Arbitration (untuk selanjutnya disebut “UNCITRAL Model
Law”).!* Dalam Pasal 13 ayat (2) UNCITRAL Model Law, apabila arbiter yang
diingkari tidak mengundurkan diri ataupun pihak lainnya tidak menyetujui
pengingkaran tersebut, maka majelis arbitrase (arbitral tribunal) akan memutus
pengingkaran tersebut. Majelis arbitrase (arbitral tribunal) didefinisikan dalam
Pasal 2 sebagai arbiter tunggal atau sebuah panel arbiter. Permasalahannya
adalah apakah hasil keputusan atas hak ingkar tersebut dapat diberikan secara
obyektif dan rasional mengingat arbiter tunggal atau majelis arbitrase akan

‘mengadili’ dirinya sendiri.

Di sisi lain, terdapat asas hukum umum yaitu nemo iudex in causa sua atau nemo
debet esse iudex in (propria) sua causa. Asas nemo iudex in causa sua berarti
“nobody should be the judge in his (own) case”,'? yang diterjemahkan menjadi
tidak seorangpun dapat menjadi hakim untuk dirinya sendiri. Asas ini

merupakan perwujudan dari imparsialitas (ketidak-berpihakan).

Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU Arbitrase memberikan kewenangan untuk
menangani hak ingkar kepada orang/majelis yang sebenarnya dipertanyakan
subyektivitasnya. Karena itulah salah satu pihak mengajukan pengingkaran
(challenge). Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji pengaturan prosedur hak

ingkar dalam UU Arbitrase berdasarkan asas nemo iudex in causa sua.

11 The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), UNCITRAL Model
Law on International Commercial Arbitration 1985 (dengan amandemen yang diadopsi pada tahun
2006), diadopsi pada tanggal 4 December 2006.

12 Aaron X. Fellmeth, et al., Guide to Latin International Law, New York, Oxford University Press,
2009, him. 194; Lihat juga Gary Born, International Arbitration and Forum Selection Agreements:
Drafting and Enforcing, Wolters Kluwer, 2010, him. 680.



Sebagai bahan perbandingan, kita dapat melihat prosedur hak ingkar dalam
berbagai lembaga/institusi arbitrase internasional terkemuka. Misalnya,
Singapore International Arbitration Centre (untuk selanjutnya disebut “SIAC”),
pengingkaran diputus oleh Pengadilan Arbitrase SIAC.*® Selanjutnya Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut “BANI”), pengingkaran
diputus oleh BANIL.* Pada International Chamber of Commerce (untuk
selanjutnya disebut “ICC”), pengingkaran diputus oleh ICC sendiri.*> Pada Hong
Kong International Arbitration Centre (untuk selanjutnya disebut “HKIAC”),
pengingkaran diputus oleh HKIAC.'® Sedangkan untuk arbitrase ad-hoc
berdasarkan UNCITRAL Arbitration Rules, pengingkaran diputus oleh
Appointing Authority.!’

Dari beberapa prosedur hak ingkar di atas, dapat disimpulkan bahwa
pengingkaran seorang arbiter diselesaikan oleh pihak ketiga baik itu lembaga
arbitrase yang bersangkutan maupun menunjuk lembaga arbitrase lainnya.
Namun, masih perlu dianalisis dan dipertimbangkan apakah memang
pengaturan-pengaturan oleh institusi-institusi arbitrase tersebut lebih baik.
Sebelum melangkah lebih lanjut, pertama-tama harus dianalisis lebih tajam apa
itu asas nemo iudex in causa sua dan apakah asas nemo iudex in causa sua
berlaku dalam arbitrase. Selanjutnya perlu juga untuk diteliti hak ingkar secara
umum baik dalam UU Arbitrase maupun lembaga arbitrase institusional di atas.

13 pasal 16.1 SIAC Rules.

14 pasal 12 ayat (1) Peraturan Arbitrase BANI.
15 pasal 14 ayat (3) ICC Rules.

16 pasal 11.9 HKIAC Rules.

17 Lihat Clyde Croft dkk., A Guide to the UNCITRAL Arbitration Rules, United Kingdom,
Cambridge University Press, 2013, hlm. 154-161; Appointing Authority ini merupakan
lembaga/pihak ketiga yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara
para pihak yang tidak berhasil disepakati bersama. Tujuan dari appointing authority ini adalah untuk
mencegah pihak yang beritikad tidak baik untuk memperlama proses arbitrase. Tugasnya antara lain
untuk menunjuk arbiter tunggal, menentukan arbiter pengganti, menyelesaikan tuntutan hak ingkar
dan lain sebagainya. Dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UNCITRAL Arbitration Rules, Apabila
para pihak tidak menyetujui appointing authority tersebut, maka Sekretaris Jenderal Permanent
Court of Arbitration (PCA) dapat bertindak sebagai appointing authority.



2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan
pokok dalam penulisan hukum ini adalah aplikasi asas nemo iudex in causa sua
dalam proses hak ingkar terhadap arbiter di Indonesia serta kesesuaian ketentuan
Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (3) UU Arbitrase terhadap asas nemo iudex
in causa sua. Masalah tersebut dapat dialisis lebih lanjut melalui serangkaian
pertanyaan sebagai berikut:

1) Apakah prosedur hak ingkar yang diputus oleh arbiter yang bersangkutan
sendiri berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU Arbitrase merupakan pelanggaran

terhadap asas nemo iudex in causa sua?

2) Apakah dengan ikut sertanya arbiter yang bersangkutan dalam memutus hak
ingkar berdasarkan Pasal 23 ayat (3) UU Arbitrase merupakan pelanggaran

terhadap asas nemo iudex in causa sua?

3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini dilakukan

dengan tujuan untuk:

1) Mengetahui apakah prosedur hak ingkar yang diputus oleh Arbiter yang

bersangkutan sendiri melanggar asas nemo iudex in causa sua

2) Mengetahui prosedur hak ingkar yang diputus oleh Majelis Arbiter dengan
ikut sertanya Arbiter yang bersangkutan merupakan pelanggaran terhadap

asas nemo iudex in causa sua

4. Metode Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan merode penelitian yuridis

normatif, yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, norma dan kaidah



hukum.*® Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka
atau penelitian bedasarkan sumber-sumber primer, sekunder dan tersier.?®
Adapun studi kepustakaan dilakukan mengguanakan bahan pustaka yang terdiri

dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan aturan hukum tertulis yang mengikat

secara umum. Bahan hukum primer yang akan penulis gunakan antara lain:

(i)  Peraturan Perundang-Undangan:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. UU Arbitrase

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung?®

d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman?:

(i)  Peraturan lembaga-lembaga arbitrase internasional:

a. Peraturan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
b. SIAC Rules
c. ICC Rules

d. UNCITRAL Model Law

18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta,
Rajawali Pers, 1995, him. 88.

19 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta, 2013, him. 67

20 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3316, mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 1985 (untuk selanjutnya disebut “UU MA”); UU
MA ini relevan untuk mengetahui apakah Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi
dari semua Lingkungan Peradilan menerapkan asas nemo iudex in causa sua.

21 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358, mulai
berlaku pada tanggal 15 Januari 2004 (untuk selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”); UU
Kekuasaan Kehakiman ini relevan untuk mengetahui apakah sistem peradilan di Indonesia
menganut asas nemo iudex in causa sua sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan dalam
konteks arbitrase.



e. UNCITRAL Arbitration Rules
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami

bahan hukum primer, seperti:
a. Buku-buku
b. Hasil penelitian

c. Pendapat para ahli

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan informasi
tentang bahan primer dan bahan sekunder.??> Bahan hukum tersier lebih
dikenal dengan bahan acuan di bidang hukum, misalnya kamus hukum,

jurnal dan halaman internet.

22 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia,
1990, him. 12.



5. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V

: Pendahuluan

Memuat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.
: Prosedur Hak Ingkar secara Umum
: Asas Nemo iudex in causa sua dan Pengaturannya di Indonesia

: Analisis Asas Nemo iudex in causa sua dalam Prosedur Hak

Ingkar terhadap Arbiter
: Penutup

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran berkenaan dengan masalah

yang dibahas dalam penelitian ini.

10



	1. ABSTARK INDO
	2. ABSTRAK INGGRIS
	3. KATA PENGANTAR
	4. DAFTAR ISI FIX
	5. DAFTAR TABEL
	6. DAFTAR GAMBAR
	7. BAB 1-5 FIX
	8. DAFTAR PUSTAKA FIX
	9. RIWAYAT HISUP
	Blank Page
	Blank Page



